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Abstrak. This research aims to analyze the factors influencing the transformation of governance systems 
in majority-Muslim countries, focusing on the relationship between history, religion, and socio-political 
contexts in shaping the diverse governance systems. The political dynamics in majority-Muslim countries 
reflect the variety of governance systems influenced by historical, religious, cultural, and geopolitical 
factors. Some countries like Indonesia, Tunisia, and Senegal have successfully built full or transitional 
democracies, enabling active public participation in decision-making processes. In contrast, countries like 
Saudi Arabia and the United Arab Emirates maintain autocratic structures based on Sharia law as the 
basis of legitimacy. The method used is qualitative research with a library research approach, where 
various sources of information such as books, academic journals, and official reports are reviewed to 
understand the differences in governance systems from democracy to autocracy. The results of the study 
show that, despite the diversity in the application of governance systems, many Muslim-majority countries 
are striving to manage power while responding to social, economic, and public needs, either through fair 
elections or socio-economic reforms. This research is expected to provide insights into the challenges and 
opportunities in the journey towards stable and inclusive governance in majority-Muslim countries. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi sistem 
pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim, dengan fokus pada hubungan antara sejarah, agama, dan 
konteks sosial-politik dalam membentuk sistem pemerintahan yang bervariasi. Dinamika perpolitikan di 
negara-negara mayoritas Muslim mencerminkan keragaman sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh 
faktor sejarah, agama, budaya, dan geopolitik. Beberapa negara seperti Indonesia, Tunisia, dan Senegal 
berhasil membangun demokrasi penuh atau transisional, yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat 
dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab 
mempertahankan struktur otokratis yang didasarkan pada hukum syariah sebagai dasar legitimasi. Metode 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana 
berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal akademik, dan laporan resmi dikaji untuk memahami 
perbedaan sistem pemerintahan dari demokrasi hingga otokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun ada keberagaman dalam penerapan sistem pemerintahan, banyak negara Muslim berusaha 
mengelola kekuasaan sambil merespons dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan rakyat, baik melalui 
pemilu yang adil maupun reformasi sosial-ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
mengenai tantangan dan peluang dalam perjalanan menuju pemerintahan yang stabil dan inklusif di negara-
negara mayoritas Muslim. 
Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Otokrasi 
 
 

PENDAHULUAN 

Dinamika perpolitikan di negara-negara mayoritas Muslim mencerminkan keragaman 
pengalaman sejarah, sosial, dan agama yang menghasilkan berbagai sistem 
pemerintahan(Dahtiar, 2024). Beberapa negara berhasil menerapkan model demokrasi dengan 
tingkat keterbukaan politik yang relatif tinggi, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi 
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aktif dalam pengambilan keputusan melalui pemilu yang adil dan transparan (Cahyaningsih et al., 
2022). Sebaliknya, sejumlah negara mempertahankan struktur otokratis yang menempatkan 
kekuasaan di tangan elit tertentu atau penguasa tunggal. Keberagaman ini menunjukkan spektrum 
sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. 

Spektrum pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim sangat dipengaruhi oleh letak 
geografis, sejarah kolonial, serta budaya lokal. Demokrasi penuh atau transisional, seperti yang 
terlihat di Indonesia, Tunisia, dan Senegal, menunjukkan keberhasilan negara-negara ini dalam 
memadukan modernisasi dengan nilai-nilai lokal (Adiansyah, 2017). Di sisi lain semi demokrasi, 
seperti di Turki, memperlihatkan keterbatasan sistem demokrasi akibat kontrol pemerintah yang 
kuat. Sementara itu, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih 
mempertahankan struktur otokratis atau monarki absolut yang berlandaskan hukum syariah untuk 
legitimasi politik (Fish, 2020).  

Sejarah panjang dunia Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika politik 
di wilayah ini. Pada masa kekhalifahan, otoritas politik dan spiritual berada dalam satu 
kepemimpinan yang sering kali dianggap ideal dalam konteks Islam. Namun, era kolonial 
membawa perubahan besar, memaksa negara-negara Muslim untuk mengadopsi sistem 
pemerintahan sekuler yang menciptakan ketegangan antara tradisi agama dan modernisasi 
(Sanusi, 2017). Setelah kemerdekaan banyak negara Muslim menghadapi tantangan dalam 
menemukan keseimbangan antara aspirasi demokrasi dan kebutuhan stabilitas politik yang sering 
kali mengarah pada pemerintahan otoriter. 

Agama Islam sebagai panduan moral dan hukum turut memengaruhi struktur pemerintahan 
di banyak negara Muslim. Di beberapa negara, seperti Indonesia, nilai-nilai Islam berhasil 
diintegrasikan ke dalam demokrasi tanpa kehilangan pluralisme dan keterbukaan. Namun, di 
negara lain, seperti Arab Saudi, hukum syariah digunakan sebagai dasar legitimasi bagi monarki 
absolut (Dahtiar, 2024). Perbedaan dalam interpretasi dan implementasi nilai-nilai Islam ini 
menunjukkan bagaimana konteks politik lokal sangat memengaruhi hubungan antara agama dan 
negara (Khasanah & Paryanto, 2023).  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perpolitikan di negara-negara 
mayoritas Muslim, dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi transformasi sistem 
pemerintahan dari demokrasi menuju otokrasi atau sebaliknya. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara sejarah, agama, budaya, dan geopolitik 
dalam membentuk sistem pemerintahan di negara-negara Islam. Selain itu, penelitian ini juga 
berupaya menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perjalanan menuju 
pemerintahan yang stabil dan inklusif. 

 
KAJIAN TEORI 

Gagasan tentang negara Islam merupakan topik yang sarat akan ragam pandangan dalam 
bidang akademis, politik, dan keagamaan. Negara Islam, yang didasarkan pada penerapan hukum 
syariat, dapat mengambil berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari sistem demokrasi hingga 
otokrasi. Perbedaan bentuk ini sering kali ditentukan oleh interpretasi terhadap teks-teks 
keagamaan, dinamika sejarah, serta realitas sosial-politik yang melatarbelakanginya. Kajian ini 
bertujuan untuk menganalisis teori-teori fundamental tentang negara Islam serta mengeksplorasi 
kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otokrasi. 
Defenisi Negara Islam 

Negara Islam merujuk pada sebuah sistem pemerintahan yang mendasarkan hukum dan 
kebijakannya pada syariat Islam sebagai pedoman utama. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan 
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utama negara Islam adalah untuk menjaga stabilitas agama, menciptakan keteraturan sosial, dan 
memastikan kesejahteraan masyarakat (Lismanto & Utama, 2020). Sementara itu, Fazlur Rahman 
menekankan bahwa negara Islam harus berfungsi sebagai wadah untuk menegakkan keadilan 
sosial dengan berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan 
demikian, negara Islam tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum syariat, tetapi juga pada 
terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai ajaran Islam (Maizal Efendi et al., 2024). 

 
 Negara Islam dan Demokrasi 

Negara Islam yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang berupaya 
menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem ini, partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi elemen penting, bersama dengan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan pemilu yang adil sebagai mekanisme 
pergantian kepemimpinan (Kurnia, 2021).  Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, 
dan kesejahteraan bersama, dijalankan seiring dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga tercipta 
harmoni antara hukum syariat dan aspirasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Beberapa 
poin penting terkait negara Islam demokrasi adalah: 
1. Konsep Syura: Syura (musyawarah) adalah dasar penting dalam sistem demokrasi Islam. 

Dalam al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38. Allah memerintahkan umat Islam untuk 
bermusyawarah dalam urusan duniawi. 

ا رَزَقْنٰهُمْ ينُْفِقُ  لٰوةَۖ وَامَْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنهَُمْۖ وَمِمَّ    ٣٨وْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ اسْتجََابوُْا لِرَبهِِّمْ وَاقََامُوا الصَّ
Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka.  

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara : Menurut Yusuf al-Qaradawi, negara Islam demokrasi 
menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak ekonomi, 
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat  

3. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab : Dalam pandangan Rashid al-Ghannushi, negara 
Islam yang demokratis adalah yang memberikan kontrol kepada rakyat untuk memantau 
kinerja pemerintah melalui mekanisme yang transparan. 

Implikasi Teoretis dan Praktis 
Penerapan demokrasi atau otokrasi dalam negara Islam memiliki dampak yang 

signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap stabilitas politik serta perkembangan 
sosial dan ekonomi masyarakat (Nia sholihah & Yumitro, 2022). Negara Islam yang mengadopsi 
prinsip demokrasi cenderung lebih inklusif, memberikan ruang bagi partisipasi publik, dan 
mampu menyesuaikan diri dengan tantangan modern, seperti globalisasi dan inovasi teknologi. 
Sebaliknya, negara otokratis sering kali menghadapi risiko konflik internal, terutama karena 
kurangnya ruang untuk perbedaan pendapat dan akomodasi terhadap keberagaman. Hal ini dapat 
menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menciptakan ketidakstabilan dalam jangka 
panjang. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengguanakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library 
research) untuk menganalisis dinamika politik di negara-negara mayoritas Muslim (Dewi, 2024). 

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber informasi, termasuk 
buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan 
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topik penelitian (Gea Aprilyada et al., 2023). Fokusnya adalah memahami konsep-konsep teoretis 
serta fakta empiris terkait spektrum pemerintahan dari demokrasi hingga otokrasi, dengan 
mempertimbangkan peran sejarah, agama, dan geopolitik dalam membentuk sistem politik. Data 
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola utama, perbedaan, 
dan kesamaan di antara berbagai negara.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Variasi Sistem Pemerintahan di Negara di Mayoritas Muslim 

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki ragam sistem pemerintahan 
yang mencerminkan keragaman sejarah, budaya, dan sosial mereka. Beberapa negara, seperti 
Indonesia, Tunisia, dan Senegal, telah berhasil membangun demokrasi penuh atau transisional 
yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Hasan et al., 
2024). Pemilu yang bebas dan adil menjadi mekanisme utama dalam memastikan keterlibatan 
rakyat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi 
modern, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berpadu dengan prinsip 
pluralisme politik (Kamuli et al., 2023).  

Di sisi lain terdapat negara-negara mayoritas Muslim yang menerapkan sistem semi-
demokrasi di mana elemen demokrasi seperti pemilu tetap berjalan, tetapi kontrol pemerintah 
masih kuat. Turki adalah salah satu contoh di mana proses pemilu tetap dilakukan, namun sering 
kali diwarnai dengan pembatasan kebebasan media dan pengaruh besar dari elit penguasa 

(Panggabean et al., 1970). Model ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan stabilitas 
politik sambil tetap memberikan ruang terbatas bagi keterlibatan rakyat. Hal ini menunjukkan 
adanya spektrum pemerintahan yang fleksibel di dunia Islam, tergantung pada konteks sosial-
politik setiap negara. 

Ada beberapa negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, 
mempertahankan sistem otokrasi atau monarki absolut. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada 
keluarga kerajaan atau elit tertentu, dengan legitimasi yang sering kali didasarkan pada hukum 
Islam (Ummah, 2019). Struktur pemerintahan seperti ini memberikan stabilitas politik yang kuat, 
tetapi sering kali membatasi ruang bagi partisipasi rakyat. Meski demikian, negara-negara ini 
berupaya mengimbangi keterbatasan politik dengan menerapkan reformasi di bidang sosial dan 
ekonomi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Variasi sistem 
pemerintahan ini mencerminkan beragam pendekatan negara-negara Muslim dalam mengelola 
kekuasaan dan memenuhi aspirasi rakyatnya (Santika, 2014).  

Maka negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan beragam sistem pemerintahan, 
mulai dari demokrasi penuh seperti di Indonesia, Tunisia, dan Senegal, hingga semi demokrasi 
seperti di Turki, serta otokrasi atau monarki absolut seperti di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. 
Meskipun sistem pemerintahan ini bervariasi, masing-masing negara berusaha mengelola 
kekuasaan dan merespons dinamika sosial-politik dengan cara yang sesuai dengan konteks 
budaya, sejarah, dan tuntutan zaman, baik melalui pemilu yang adil maupun reformasi di bidang 
sosial dan ekonomi. 
Peran Islam Dalam Struktur Pemerintahan 

Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan struktur pemerintahan 
di negara-negara mayoritas Muslim, dengan pengaruh yang bervariasi tergantung pada konteks 
politik dan sosial masing-masing negara. Di negara-negara dengan sistem demokrasi, seperti 
Indonesia, Islam diterapkan dalam cara yang lebih terbuka dan inklusif (Latip Kahpi et al., 2024). 
Di Indonesia, nilai-nilai Islam dapat berpadu dengan prinsip pluralisme, menghormati 
keberagaman agama, serta kebebasan politik. Negara ini berhasil mengintegrasikan ajaran Islam 
dalam kerangka demokrasi, menjaga keseimbangan antara agama dan politik dengan menjunjung 
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tinggi hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara bebas dan adil 
(JASMINE, 2014).  

Di negara-negara dengan pemerintahan otokratis seperti Arab Saudi, peran Islam lebih 
menonjol sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Di Arab Saudi, hukum syariah menjadi pijakan 
utama dalam mengatur sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini menjadikan agama bukan hanya 
sebagai aspek kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kekuasaan monarki. 
Di sini, interpretasi terhadap syariah berfungsi sebagai landasan yang mengikat, memastikan 
stabilitas politik serta mendukung struktur kekuasaan yang terpusat pada keluarga kerajaan 
(Zayyadi, 2014). 

Interpretasi lokal terhadap Islam memainkan peran penting dalam menentukan sejauh 
mana agama diterapkan dalam struktur pemerintahan. Sementara negara-negara demokratis lebih 
cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan mengakomodasi nilai-nilai agama 
dalam konteks modern, negara-negara otokratis sering kali mengandalkan interpretasi yang lebih 
konservatif dan ketat. Perbedaan dalam cara agama diterapkan menunjukkan bagaimana konteks 
sosial, budaya, dan politik masing-masing negara mempengaruhi penerapan ajaran Islam dalam 
kehidupan pemerintahan (Konvensional et al., 2024).  

Islam memainkan peran yang sangat bervariasi dalam struktur pemerintahan negara-
negara mayoritas Muslim, tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing 
negara. Di negara-negara demokratis seperti Indonesia, Islam diterapkan dengan pendekatan 
inklusif yang mengakomodasi pluralisme dan kebebasan politik, sementara di negara otokratis 
seperti Arab Saudi, hukum syariah menjadi dasar legitimasi pemerintahan yang terpusat pada 
keluarga kerajaan. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana interpretasi lokal terhadap Islam 
dapat mempengaruhi penerapan agama dalam sistem politik dan pemerintahan, baik dengan 
pendekatan yang lebih terbuka maupun konservatif. 
Faktor Eksternal dan Internal dalam Dinamika Politik 

Faktor internal memainkan peran besar dalam dinamika politik negara-negara mayoritas 
Muslim, dengan ketegangan sosial, perpecahan etnis, dan gerakan politik berbasis agama yang 
sering menjadi pemicu perubahan dalam sistem pemerintahan (Panji Prasugi et al., 2024). 
Ketegangan antar kelompok sosial atau etnis dapat menciptakan ketidakstabilan politik, yang 
mendorong tuntutan untuk perubahan dalam kepemimpinan atau struktur pemerintahan. Gerakan 
politik berbasis agama, yang seringkali berakar pada interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam, 
juga berperan dalam mengguncang status quo dan mengarah pada pergeseran politik, seperti yang 
terlihat dalam berbagai konflik di dunia Islam yang memperjuangkan peran agama dalam 
kehidupan politik (JASMINE, 2014).  

Di sisi eksternal, pengaruh negara adidaya atau hubungan geopolitik dapat memberikan 
dampak signifikan terhadap struktur politik dalam negara-negara mayoritas Muslim (Asiva Noor 
Rachmayani, 2015). Sebagai contoh dukungan Amerika Serikat terhadap beberapa negara 
monarki di Timur Tengah sering kali memperkuat rezim otoriter, dengan memberikan bantuan 
militer dan ekonomi yang memungkinkan stabilitas pemerintahan yang bersifat otokratis. Selain 
itu, pengaruh kekuatan besar lain, seperti Rusia atau Tiongkok, juga dapat memengaruhi 
kebijakan domestik dan geopolitik negara-negara tersebut, baik melalui aliansi strategis maupun 
melalui tekanan untuk mengikuti kebijakan tertentu. 

Gerakan rakyat, seperti yang terjadi pada Arab Spring mencerminkan dorongan kuat dari 
dalam masyarakat untuk menuju pemerintahan yang lebih demokratis, meskipun hasilnya 
bervariasi di setiap negara. Beberapa negara mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem 
politik mereka, sementara yang lain kembali ke otoritarianisme setelah periode transisi. Gerakan 
ini menunjukkan bahwa dinamika politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal, tetapi juga oleh kesadaran kolektif rakyat yang mendambakan perubahan menuju 
sistem yang lebih adil dan representative. 
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Transformasi Politik dan Tantangannya 
Transformasi politik di negara-negara mayoritas Muslim sering kali mencerminkan 

pergulatan antara keinginan untuk perubahan dan tekanan yang datang dari berbagai arah. 
Peristiwa seperti Arab Spring menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mencapai demokrasi, 
terutama di negara-negara dengan pemerintahan otoriter. Gelombang protes ini menunjukkan 
adanya aspirasi besar masyarakat untuk mendapatkan hak-hak politik, kebebasan, dan 
akuntabilitas dari pemerintah (Habibi, 2017). Namun, transisi menuju demokrasi di banyak 
negara terbukti sangat sulit, sering kali terhambat oleh dinamika internal seperti perpecahan sosial 
dan kurangnya dukungan institusional yang memadai untuk perubahan sistemik. 

Salah satu tantangan utama dalam transformasi politik adalah resistensi dari kelompok 
elit penguasa yang memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan status quo. Di banyak 
negara, elite ini memegang kendali atas sumber daya ekonomi dan alat kekuasaan, sehingga 
memiliki kemampuan untuk menahan perubahan yang mengancam posisi mereka (Bariroh & M. 
Anas Fakhruddin, 2021). Hal ini menciptakan situasi di mana reformasi politik berjalan sangat 
lambat, atau bahkan terhenti sama sekali. Stabilitas politik yang rapuh juga menjadi faktor 
penghambat, karena kekhawatiran akan konflik internal sering digunakan sebagai alasan untuk 
menunda demokratisasi. 

Di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, reformasi lebih difokuskan 
pada aspek ekonomi dan sosial, seperti diversifikasi ekonomi, penguatan hak-hak perempuan, 
atau modernisasi infrastruktur. Meskipun langkah-langkah ini membawa perubahan positif bagi 
masyarakat, struktur politik yang otokratis tetap dipertahankan. Transformasi di bidang ekonomi 
dan sosial sering kali dijadikan alat untuk meningkatkan legitimasi pemerintah tanpa mengubah 
mekanisme kekuasaan yang terpusat.  

Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis yang lebih berorientasi pada stabilitas 
daripada demokratisasi di negara-negara tersebut. Transformasi politik di negara-negara 
mayoritas Muslim mencerminkan perjuangan yang kompleks antara aspirasi rakyat untuk 
demokrasi dan kendala yang muncul dari dinamika internal maupun eksternal. Meskipun ada 
dorongan kuat untuk perubahan, seperti yang terlihat dalam Arab Spring, banyak negara 
menghadapi hambatan berupa resistensi elit penguasa dan kebutuhan akan stabilitas politik. 
Sebagai hasilnya, reformasi sering kali lebih terfokus pada aspek ekonomi dan sosial tanpa 
mengubah struktur politik yang otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi politik di 
kawasan tersebut cenderung pragmatis, dengan prioritas pada stabilitas, meskipun aspirasi 
demokrasi tetap menjadi harapan sebagian besar masyarakat.  
Arah Masa Depan Sistem Pemerintahan di Negara Islam 

Masa depan sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim sangat dipengaruhi 
oleh tekanan globalisasi yang semakin intensif. Globalisasi membawa berbagai tantangan dan 
peluang, seperti meningkatnya arus informasi, modernisasi ekonomi, dan ekspektasi rakyat 
terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Beberapa negara seperti Indonesia 
dan Tunisia, telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat demokrasi dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan modern. Namun, tantangan 
seperti korupsi, rendahnya partisipasi politik, dan konflik internal masih menjadi hambatan utama 
yang harus diatasi untuk mencapai stabilitas politik jangka panjang (Abdillah, 2021).  

Negara-negara dengan sistem otokrasi seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, terus 
menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk melakukan reformasi. Reformasi yang 
dilakukan cenderung bersifat parsial, seperti diversifikasi ekonomi dan peningkatan hak-hak 
sosial, tanpa menyentuh struktur politik yang otoriter. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas 
politik dan mempertahankan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Meski demikian, perubahan di 
bidang sosial dan ekonomi tetap menjadi langkah strategis dalam merespons tuntutan masyarakat 
yang semakin modern dan berpendidikan. 
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Keberhasilan sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim akan sangat 
ditentukan oleh kemampuan mereka menyeimbangkan antara modernisasi, nilai-nilai Islam dan 
kebutuhan rakyat. Modernisasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keunikan budaya dan 
tradisi Islam agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, pendidikan politik yang inklusif 
dan pemberantasan korupsi menjadi kunci utama untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap 
pemerintahan. Dengan pendekatan yang tepat, negara-negara Islam memiliki potensi untuk 
menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan aspirasi 
masyarakatnya (Afifilah, 2024).  

 
KESIMPULAN 

Sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan keragaman yang 
dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, agama, serta dinamika internal dan eksternal. Meskipun 
beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan demokrasi modern, 
tantangan besar seperti korupsi, ketegangan sosial, dan keterbatasan partisipasi politik masih 
menghambat proses menuju stabilitas politik jangka panjang. Negara-negara dengan 
pemerintahan otokratis, meskipun melakukan reformasi terbatas di sektor sosial dan ekonomi, 
seringkali masih mempertahankan struktur kekuasaan yang terpusat. Masa depan sistem 
pemerintahan di negara-negara Islam akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk 
menyeimbangkan modernisasi dengan nilai-nilai tradisi Islam serta memenuhi tuntutan rakyat 
terhadap pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan. 
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